BRAR III
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN ARU ZAHRAH

TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM

A. Abu Zahrah: Tentang al—Quran dan al-Sunnah
1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama yang orisinil bagi
syariat Islam. Al—-Quran adalah merupakan Kitabullah (QS.
2:2) vyang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai
nabi dan rasul terkahir. Ia berisi ilmu pengetahuan (11lmu)
(A8. 7:52) vang disampaikan oleh Allah sebagai petunjuk
(al-Huda) (Q8. 2:97) bagi orang yang beriman dab berbuat
benar untuk seluruh masa yang akan datang. Ia merupakan
penjelas (al—-Bavan) (Qs. 3:138) atas kebenaran dan cahaya
(nur) (BAS. 5:13) uputk menunjukkan jalan yang benar.

Al-Quran oleh kalangan ulama didefinisikan sebagai
kitab vyang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan
lafaz berbahasa Arab, yang dinukil secara mutawatir, dan
membacanya adalah ibadah. (Lihat: Wahbah Zuhaili,
1996:1). SBedang definisi vang lebih komprehensip adalah
bahwa al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan perantaraan
malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) hukum dan
sebagai pedoman hidup bagi manusia vang dapat dipergunakan

untuk mencari kebahagiaan hidup didunia dan akhirat serta



sebagai media untuk bertagarrub (mendekatkan diri) kepada
Tuhan dengan membacanya. (lihat Mukhtat Yahya dan Fatchur
Rahman, 1986:31).

Definisi diatas nampaknya terilhami oleh ayat al-

Quran surat al-8Syu‘ara’ ayat 192-19%9:
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"Dan sesungguhnya al-0uran ini benar—-benar
diturunkan oleh Tubhan semesta alam. Dia dibawah

turun oleh al—-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di

antara orang—orang vang memberi peringatan. Dengan

berbahasa Arab. (Depag. RI, 1987:387-8).

Sedang Abu Zahrah mendefinisikan al-0Quran sebagai
kitab vang diturunkan kepada Nabi Muhammad S8AW. Definisi
vang diberikan oleh Abu Zahrah, hanya melihat al-Quran
secara formal, sedang definisi yang diatas disamping
melihat secara formal juga diperhatikan secara fungsional.

Al—Curan, menuwrut Abu Zahrah, adalah syariat Islam
vang vang bersifat global. Ia merupakan sumber utama dalam
hukum Islam. Di dalamnya terkandung kaidah-kaidah hubkum
vang bersifat global, dan sedikit sekali vyang bersifat
rinci (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:121 ; lihat pula pada
kitabnya al—-Hauhadharat i Tarikh al-Fighiyyah al-Iszlami,

t.th.:5).



Keberadaan dan keorsinilan Al-Quran, menurut Abu
Zahrah, tidak diragukan lagi. Keorsinilan al-Quran,
menurutnya, dapat dilibhat dari segi kemutawatirannya dalam
generasi ke generasi. Kemutawatiran al-Quran tidak hanya
dari segi lafaznya saja, tetapi termasuk dari segi tarigah
ketartilannya. Disamping itu pula, keotientikan al-Quran
juga dipelihara langsung oleh Allah, sebagaimana
firmannya:
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"Sesungguhnya Kami-lah vang menurunkan al—-Quan dan
sesungguhnya Kami benar—benar memel iharanya'.
(Depag. RI, 1987:391).

Menurut Abu Zahrah, al-Quran itu mencakup lafaz dan
maknanya. Ia merupakan kitab suci yang berbahasa Arab (QS.
12:2 3 41:3). Oleh karenanya penterjemahan al—-Quran kepada
bahasa selain bahasa Arab tidak bisa disebut al-Quran.
Dalam hal ini, Abu Zahrah menepis pendapat sebagian ulama
vang mengatakan Imam Hanafi menganggap penterjemahan
sebagian ayat—ayat él—muran dalam bahasa selain bahasa
Arab dapat disebut al-Quran, disebabkan ia memperbolehkan
membaca terjemahan al-Quran dalam bahasa Fersi sewaktu
melaksanakan shalat. Latar belakang Imam Hanafi
membolehkan membaca terjemahan dalam shalat, didasarkan
pada keadaan tertentu. Artinya, bila seseorang tidak

sanggup membaca al-Quran, maka merupakan rukhshah untuk



membaca terjemabannva, disamping itu dilatar brlakang,
pada saat kehidupan Abu hanifah banyak orang yang baru
masuk Islam, dan mereka tidak fasih membaca al-Quran. Akan
tetapi, menurut Abu Zahrah, pendapat Abu Hanifah tersebut
ditarik kembali (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:119).

Ketidaksetujuan Abu Zahrah terhadap adanya anggapan
bahwa terjemahan al-Quran juga di anggap al-Quran, hal ini
terletak ketidakmungkinannya adanya sebagian ayat al-Quran
sulit ditakwilkan bagi orang vang belum memahami
karakteristik bahasa Arab, semisal adanya ayat yang ber-—
majaz Isti‘arah, izyarat bayaniyah, dan lain-lain.

Oleh karenanya, dalam hal ini Abu Zahrah
menganjurkan agar setiap kaum muslimin untuk dapat belajar
bahasa Arab, sehingga secara mendalam tentang makna dan
kandungan al-0Ouran, karena al-QOuran adalah berbahasa Arab.
Dalam hal ini, seruan Abu Zahrah ini nampaknya terilhami
oleh pendapat Imam Syafi’i :

(1) Bagi seseorang vang tidak mengetahui uslub—-uslub
bahasa Arab secara mendalam, maka tidak diperbolehkan
.menjelaskan makna dan kandungan dalam al-GQuran. Karena
wntuk bisa demikian, seseorang harus mengetahui mana
vang dinakan lafaz umum beserta dilalahnya, kedudukan
lafaz khas ketika berhadapan dengan lafaz ‘am, lafaz
mujmal, musytarak, mufashshal dan sebagainya, sehingga

ia mampu menggali hukum yang terkadung dalam al-Quran.



(2) Tidaklah  begitu berarti, bila seseorang membaca al-
(uran tidak memahami maknanva. Oleh karena itu sangat
dian}urkan untuk belajar bahasa Arab (lihat Abu
Zahrah, Ushul Figh, 1997:120).

Abu Zahrah meyvakini bahwa segala -peristiwa vang
timbul dalam permukaan bumi ini, pasti akan ditemukan
jawabannya dalam al-Quran. Fernyataan Abu Zahrah

dilandaskan kepada ayat al-Quran surat al-An‘am ayat 38:
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"Tidak Kami alpakén sesuatu apapun di dalam al-
Kitab". (Depag RI, 1987:192).
© Hukum—hukum al—-Quran dalam bentuknya beraneka
ragam, tidak hanya terbatas pada undang—-undang yang harus
diteraﬁkén dalam hubungan sosial antar masyarkat, tetapi
mencakup hukum—hukum khusus tentang akidah Islam, etika
dan ibadah agar diri orang mukmin menjadi sempurna. Dengan
Wberaneka ragamnya hukum dalam rangka membentuk masyarakat
utama, menyiapkan pribadi muslim vang dapat dijadikan
-contoh, mendidik wumat dengan pendidikan yang tinggi;
sehingga sesuai dengan preaikaf dari Allah SWT, bahwasanya
umat Islam adalah sebaik-baik umat yang _dilahirkan bagi
mansuia (0S. 3:110);
Adapun hukum—hukum yang secara global terdapat al-

~

Quran, menurut Abu Zahrah, diantaranya: (1) Ibadah, (2)
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hukum muaamalah, (3) hukum keluarga, (4) hukum pidana, (3)
hukum antara hakim dengan orang yang dijatuhi hukum, (6)
perlakuan terhadap non muslim. (lihat Abu Zahrah, Ushul

Figh, 1997:127-14%9).

2. Al-Sunnah

Sunnah menurut istilab mubaddistin ialah segala
sesuatu yvang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan,
perbuatan, maupun taqrir, sifat kemanusiaan, kelakuan,
perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi &WA
diangkat menjadi Rasul, maupun sesudahnya, baik itu
ditetapkan sebagai syara’ atau tidak. (Abbas Mutawalla
Hammadah, tt.:23).

Sedang sunnah bagi kalangan ahli ushul figh, ialah
segala vang dinukilkan dari Nabi SAW baik perkataan maupun
perbuatan, ataupun taqrir yang memilki hubungan dengan
hukum. (M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1934:324).

Fengertian vang diberikan oleh ulama ushul ,

terilhami oleh sebuah hadis, yaitus
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"Sungguh telah aku tinggalkan untukmu dua bal,
tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang
kepadanya, yaitu: Kitabullah dan sunnah rasul-Nya.
. (HR. Malik). S
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Dari pernyataan hadis diatas menunjukkan bahwa
keberadaan sunnah sangatlah penting bagi perjalan
kehidupan manusia. Hal ini tentunya mengisyaratkan bahwa
kita diperintahkan untuk selalu berpegang terhadap
perintah Allah dan rasul-Nya dalam menjalankan hidups: baik
itu ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lai
sebagainya.

Sedang menurut Abu Zahrah, sunnah adalah ucapan,
perbuatan serta ketetapan—ketetapan Nabi S5AW (Abu Zahrah,
Ushul Figh, 1997:149). Dalam hal ini Abu Zahrah
mendefinisikan sunnah hanyva memperhatiakan pada formalnya
saja, tanpa memperhatikan adanya fungsi sunnah itu sendiri
sebagai pijakan hukum dalam memecahkan problematika
kehidupan yang muncul saat ini dan yang akan datang.

Dengan memperhatikan definisi-definisi diatas dapat
kita simpulkan bahwa sunnah essensinya meliputi:

(1) sunnah gauliyah (ucapan)

Adapun contoh sunnah gauliyah sebagi berikut:
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"Diriwayatkan darl Ibn Umar ra. dia berkata: saya
mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu
melihat bulan maka hendaklah kamu mengetrjakan

puasa, dan apabila kamu melihat bulan (syawal) maka
hendaklah kamu berbuka. (al—-Shan’ ani, tt.:151)



(2) Sunnah fi’liyah (perbuatan)

(3)

Adapaun contoh sunnah fi‘liyah adalah tata tertib
shalat vyang dikerjakan oleh Nabi, hal ini berdasar

kepada hadis:
w 0 69{—,
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"Shalatlah Lamu sebagaimana kamu melihat aku
mengerjakan shalat" (Bukhari, tt.:I,133)
sunnah taqririvah (ketetapan)
Sunnah taqririvah adalah penyikapan nabi terhadap
sesuatu perbuatan vang dilakukan oleh sahabat vyang
menunjukkan: (a) membenarkan, tidak menyalahkan atau
tidak mengingkarinya, (b) menerangkan kebaikan atau
menguatkan tindakan yang baik dari sahabat tersebut
(M.Hasbi Ash Shidieqy, 19954:27). Adapaun contoh sebagi
berikut: Nabi membenarkan ijtihad para sahabat
mengenai uWrusan mereka bersembahyang ‘Ashar di Rani

Quraidhah, Nabi bersabda:
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"Janganlah seseorang diantara kamu melakukan
shalat, melainkan di kota Bani Quraidhah.
Sebagian sabhabt memahami secara lahiriyah terhadap
ucapan Nabi. Karenanya sebagian mereka tidak

melaksanakan shalat ashar sebelum mereka sampai ke



Bani Quraidhah.

Sedang sebagian yang lain memahami bahwa yvang dimaksud
dengan Nabi rialah: bersegera pergi kesana. Karena itu
mereka mengerjakan shalat ashar sesuai dengan waktunya
walupun masih belum sampai ke Bani Quraidhah. (Riwayat

Bukhari dari Ibmn Umar).

Abu Zahrah membagi sunnah berdasarkan periwa—

vatannya kepada dua bagian:

(1)

(1)

hadis vang bersambung mata rantai perawinya (mutashil
al—-sanad)

hadis vyang tidak bersambung mata rantai perawinya
(ghairi muttashil al-sanad). (Abu Zahrah, Ushul Figh,

1997:154) .

Hadis vang termasuk hadis muttasil al-sanad adalah:
hadis mutawatir: adalah hadis yang diriwayatkan oleh
sekelompok orang vang tidak terhitung Jjumlahnya dan
mereka tidak mungkin sepakat berbohong, dengan perawi
vang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung sampai
kepada Nabi SAW. (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:154,
bandingkan dengan M. Hasbi Ash Shidieqy, 1934:201).
Jumhur uwlama berpendapat bahwa hadis mutawatir itu
menghasilkan ilmu vyang vakin dan pasti (al-"Iilmi

yvagini al-dharury). (Abu Zahrah,Ushul Figh, 1997:1835).
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Artinva keotientikan keberadaan dan kebenaran hadis
tersebut tidak diragukan lagi. Kevalidan substansi
hukum vang terkandung didalam hadis . tersebut sangat
mengandung kebenaran yang pasti. Menurut sebagian
ulama utilitas hadis mutawatir mengandung: (a)
memberikan kemantapan dan keyakinan kebenaran hadis
tersebut. Ibarat kita melihat sesuatu dengan mata
kepala kita sendiri 3 (b) hadis mutawatir dapat
dijadikan hujjah hukum, vang telah disepakati secara
ijma‘’ (lihat M. Hasbi Ash Shidieqy, 19354:202). BRahkan
menurut Abu Zahrah., menggunakan hujjiah dengan hadis
mutawatir sama kuatnya berhujjah dengan al-QOuran. (Abu
Zahrah, Ushul Figh, 1997:1356).

Hadis mashur adalah hadis vang diriwayatkan dari Nabi,
oleh seseorang, dua orang atau lebih sedikit dari
kalangan sahabat, kemudian setelah itu tersebar luas
hinga diriwayatkan oleh orang banyak vyang tidak
mungkin sepakat berbohong. Hadis mashur ini, menurut
Abu Zahrah, adalah hadis yang dapat diyvakini kebena-
rannya, akan tetapi masih dibawah hadis mutawatir (Abu
Zahrah, Ushul Figqh, 1997:156 3 bandingkan dengan M.
Masbi Ash Shidieqy, 1994:203). Contoh hadis mashur

adalah se-~bagaimana hasi dibawah ini:
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"Orang Islam ituw adalah selamat, baik dari segi
ucapannya maupun tindakannya terhadap sesama
muslim” (Abu Daud, tt.:1,4)

(Z) Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi,
oleh seseorang, atau dua orang atau lebih, tetapi
tidak mecapai tingkatan mashur (Abu Zahrah, Ushul
Fiqh, 1997:156 ; Hasbi Ash Shidieqy, 1954:2035) .
Menurut Abu Zahrah bahwa keberadaan hadis ini
dikatagorikan sebagai hadis yang didasarkan pada
persangkaan yang kuat (al-ilIm al-dhan al-rajih) bukan
vang pasti (gath’i). Hal ini menurut Abu Zahrah,
disebabkan adanya keraguan terhadap relasi hadis
tersebut kepada Nab, sehingga, lanjutnya, seseorang
hanvya bisa beramal dengan hadis ahad, bila tidak ada
hadis lain vang lebih tinggi menentangnya, dan hal itu
tidak pula pada persoaln yang bersifat i’tigadiyah.

Keberadaan hadis ahad dalam perspektif ulama fiqh
masih diperdebatkan. Apakah hadis ahad dapat dijadikan
hujijah hukum atau tidak. Akan tetapi, menurut Abu Zahrah,
bahwa semua imam—imam mujtahid: Imam Hanafi, Imam Malik,

Imam Syafi,’ dan Ahmad bin Hambal, menerima adanya hadis

ahad sebagai hujjah hukum apabila memenuhi syarat-syarat

periwayatan vang sahih. (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:137).

Untuk dapat diterimanya suatu hadis ahad, menurut
Abu zahrah, harus memenuhi syarat sebagai berikut: -

1. Ferawi harus adil
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2. Ferawi memiliki daya ingatan vang kuat (dhabith).

Z. Perawi harus bertemu langsung deng orang yang
meriwaytkannya.

4. Matan hadis tidak mengandung syadz, misalnya ber-
tentangan dengan sesuatu yang telah menjadi ketentuan
ahli hadis, atau sesuatu yang sudah pasti menurut al-
Quran. (Abu Zahrah, Ushual Figh, 1997:1358),

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hadis yang
ghair muttashil al-sanad adalah hadis yang tidak
bersambung sanadnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW, yang
menurut sebagian ulama hadis ghair muttashil al-sanad ini
disebut juga hadis mungathi’, dan ada pula menyebutnya
hadis mursal (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:135%9).

Keberadaan hadis ghairi mutashil al-sanad/hadis
mungathi’ /hadis mursal masih diperselisihkan untuk
dijadikan hujjah hukum. Imam Ahmad, misalnya, tidalk
memakai hadis mursal kecuali apabila pada kasus itu tidak
ditemukan hadis lain. Sebab ia menganggapnya sebagai hadis
vang dhaif, dan tidak memakainya kecuali dalam keadaan
darurat.

Demikian pula dengan Imam Syafi’i, menurutnya,
hadis tersebut dapat digunakan apabila yang meriwaythkannya
adalah tabi’i vang terkenal dan banyak bertemu dengan
kalanggn sahabt, seperti SAid bin Musayyab di Madinah, dan

Hasan Basri di Irak. Imam Syafi’i, menurut Abu Zahrah,



juga menambahkan bahwa untuk diterimanya hadis

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

mursal .

1. Hadis mursal itu harus diperkuat oleh hadis musnad yang

bersambung sanadnya dari segi maknanya. Akan

dalam keadaan seperti ini, yang diambil dan

berfungsi sebagai hujijah adalah hadis musnadnya,

hadis mursalnya.
2. Hadis mursal itu diperkuat dengan hadis mursal

vang telah diterima dan diapaki oleh kalangan

tetapi
dapat

bukan

lainnya

ulama.

Dengan demikian, keduanya berfungsi saling menguatkan.

e

Maka hal itu sama artinya dengan menganghkat
hadis mursal menjadi marfu’ kepada Nabi SAW.

4, Apabila kalangan ulama telah menerima hadis

. Hadis mursal itu bersesuaian dengan perkataan sahabat.

status

mursal

tersebut, dan segolongan dari mereka mengeluarkan fatwa

seperti apa yvang terkandung pada hadis tersebut.

Sedang bagi Imam Malik dan Imam Hanafi, Jjuga

menerima hadis mursal. Hadis mursal, menurut kedua imam

tersebut, adalah sederajat dengan hadis musnad. Mana vyang

harus didahulukan antara hadis mursal dengan hadis musnad,

ini tergantung pada tingkat kekuatan perawinya.
kedua Imam tersebut tidak hanya menerima hadis
tabi‘i saja, akan tetapi juga menerima hadis mursal

al—tabi’in, yaitu hadis yang tidak disebutkan nama

Rahkan
mursal
tabi’'u

perawi



tabi’i dan sahabat.

Ferbedaan kedua imam : Hanafi dan Malik dengan
Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, ini disebabkan karena
perbedaan masa diantara mereka. EBila Hanafi dan Malik
menerima hadis langsung dari tabi’i yang berdekatan dengan
masa Rasulullah, sedang Syafi’i dan Ahmad keduanya sudah

jauh masanya dengan kalangan tabi’i.

3. Hubungan al-Quran dengan al—-sunnah dan
keterkaitan keduanya sebagai sumber hukum Islam
Para uwlama sepakat bahwa al-Quran dan al-sunnah
adalah sumber bhukum utama dalam hukum Islam, dan keduanya
merupakan sumber pokok yang tidak dapat dipisahkan.
Sebagimana vang dikatakan oleh Abu Zahrah dalam
pengantarnya dalam kitab "al-Sunnah al-Nabawiyyah wa
Makanatuha fi al-Tasyri ™" Lkarangan Abbas Mutawalla
Hammadah, bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan, ibarat
tidak dapat dipisahkannya sesuatu yang jelas dengan hal
penjelas, sesuatu vyang terperinci dengan sesuatu yang
global, sesuatu yang juz’i dengan yang kulli. Abu Zahrah,
melanjutkan, babhwa hubungan keduanya memilki hubungan
fungsional, bahwa sunnah adalah berkedudukan sebagai
penjelas dan pembuka pemahaman pintu-pintu al-Quran (Abbas
Mutawalla Hammadah, tt.:3).

‘Sunnah, lanjutnva, merupakan penopang al—-Quran
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dalam menjelaskan hukum—hukum Islam. Keduanya adalah
sumber utama hukum Islam. Al-Quran adalah kitab vyang
berisi syariat, yvang mengandung ketentuan—-ketentuan hukum
yang masih bersifat global, sedang sunnah sebagi
penjelasnya. (Abu Zahrah. Mahadharat Fi TArikh al-Marahib
al-Fighiyah, tt.:9). Kedudukan al-sunnah dengan al-0Ouran,
memiliki tiga hal, vaitu:

1. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat—ayvat al-Quran yang
masih muhkam 3 merinci ayat yang masih mujimal ;
metakhsis ayvat vang masi ‘am.

2. 8Sunnah menambah kewajiban—kewajiban syara’ vang
ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-
Quran. Ini berguna untuk menyempurnakan petrintah
kewajiban—kewajiban pokok vyang disebutkan dalam al-
Quran.

. Sumnan memberikan  hukum yvang secara lahiriyah belum
dijelaskan dalam al-Quran. (Abu Zahrah, Ushul Fiqgh,
1997:161, lihat pula Abbas Mutawalla Hammadah,

tt.:1141).

Fernyataan Abu Zahrah seiring dengan Imam Syafi’i
vang mengatakan bahwa petunjuk-petunjuk hukum yang ada
dalam al-Quran serta kaitannya dengan al-sunnah itu
terdapat-pada empat katagori, yaitu:

(1) Hukum vang terdapat dalam al-0Ouran dinyatakan secara
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tersurat (eksplisit)., misalnya vang menyangkut
kewajiban~kewajiban manusia sebagai bhamba Tuhan, vang
meliputi: shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
Atau beberapa 1arangan~1§rangan bagi mansuia,
misalnya: mencuri, zina, minum khamar, dan sebagainya.

(2) Hukum vang secara tersurat, tetapi penjelasannya
diserahkan lkepada Nabi SAW, seperti tentang Jjumlah
rakaat shalat, ukuran zakat, dan sebagainya.

(3) Rila tidak ada penegasan perintah ataupun larangan
dalam al—-Quran, maka Allah memerintahkan bagi manusia
untulk berpegang teguh pada sunnah Nabi.

(4) Bila terdapat suatu perintah dalam al—-Quran ataupun
dalam al-Sunnah, maka Allah memerintahkan untuk
melakukan ijtihad (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:A81-
Syafi‘i, al-Rizalah, tt.:15-16).

Dengan demikian, dapat kita simpulakn bahwa
hubungan al—-0Ouran dan al-sunnah merupakan hubungan vyang
saling mengisi antara satu sama lainnya, yang tak dapat
dipisah—-pisahkan antara keduanya. Keduanya pula merupakan
sumber utama dalam hukum Islam vang tak dapat
ditinggalkan.

Fetunjuk tersebut, banyak ditemukan dalam ayat—ayat
al-Quran yang menganjurkan agar manusia mematuhi aturan
vang ditetapkan oleh Allah yang termaktub dalam al-Quran

dan mematuhi rasul-Nya vang terpancar dalan sunnah-



sunnahnya.

B. Pandangan Tentang Ijma’

Iima, menurut Abu Zahrah, adalah kesepakatan para
mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah GAW
terhadap hukum syara’ vyang bersifat praktis (amali).
Definisi vang diberikan oleh Abu Zahrah adalah hampir sama
dengan definisi yang diberikan oleh Khudlari Eek (lihat
Khudhari BRek, tt.:271 ; lihat pula pada Mukhtar Yahya,
1986:58) .

Menurut Abu Zahrah, ijma’ memiliki utilitas vang
penting dalan ijtihad. Keberadaannya dapat dijadikan
sumber hukum, hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah

SAW:
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"Apa vyang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka
menurut pandangan Allah adalah baik.(Ahmad Ibn
Hambal, tt.:I,379)

"Umatkuw tidak akan bersepa#at atas perbuatan yang

sesat" (Riwayat Ibn Majah).

Keberadaan ijma’ sebagai sumber hukum Islam, dalam
konstelasi pemikiran ulama figh, masih diperdebathkan.
Menurut Abu Zahrah, bahwa yang menjadi perdebatan hanyalah

siapakah ulama mujtahid yang berhak menetapkan ijima’



Fara ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan
terjadinva ijma’ dan nilai kehujjahannya. Diantara mereka
ada vyang berpendapat bahwa: jika vang dimaksud ijma’

adalah kesepakatan para mujtahid dalam setiap masa

terhadap hukum—hukum syara’, maka ijma’ tersebut tidak
mungkin terjadi. Karena para imam mujthid berdomisi di
berbagai negara dan kota vang tidak mungkin semua

dipertemukan dalam satu tempat. Oleh karena itu, tidak
mungkin terjadi kesepakatan diantara mereka, lantaran kota
dan negara mereka saling berjauhan. Akan tetapi bila yang
dimasksud ijma’ disini adalah kesepatan para mujtahid
terhadap hukum=-hukum syara’ yang telah ditetapkan
berdasarkan dalil nash vang gath’i, seperti kesepakatan
mereka tentang wajibnya shalat, puasa, zakat, haji dan
sebagainva, maka hal itu mungkin terjadi. Maka dalam hal
ini, menurut Abu Zahrah, bahwa ijma’ yang demikian
sebenarnvya bukanlah ijma’ vang menjadi dalil hukum,
melainkan dalil—-dalil nash yang gath’i itu sendiri. Ijma’
vang demikian, tidaklah memeilki peranan apa-—apa, karena
iima vyang dapat berfungsi, jika ia mampu meningkatkan
kedudukan hukum vang bersifat dhanni kepada tingkat gath’i
(Abuw Zahrah, Ushul Figh, 1997:310)

Dalam perdebatan iima’ ini, Imam 8yafi’i Jjuga
melontarkan penolakan terhadap orang vang mengatakan bahwa

orang—orang vang diangkat oleh penduduk suatu negara,
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sebagai ahli figh yang fatwa—fatwanya dapat diterima oleh
orang penduduk tersebut dengan senang hati, dapat membuat
ijma’. Hal vang demikian disangkal oleh Imam Syafi’i,
bahwa tidak ada satupun ulama yang hidup dalam negara,
vang mempunyai sifat-sifat tersebut.

Dari keterangan diatas, menurut Abu Zahrah, bahwa
Imam Syafi’'i cenderung menolak kemungkinan terjadinya
ijma’ dengan alasan sebagai berikut:

1. Para fugaha’ berdomisili di berbagai tempat yang saling

berjauhan, sehingga diantara mereka tidak mungkin
bertemu.
2. Adanvya perbedaan pendapat di antara fugaha yang

tersebar di berbagai daerah di seluruh negara—negara
Islam.

Z. Tidak adanva kesepakatan para ulama tentang orang—orang
vang di terima ijma’'nya.

4. Tidak adanya kesepakatan para ulama tentang kriteria
ulama vang berhak untuk berpendapat dalam masalah~
masalah figh. (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:211).

Dari pernyataan diatas, nampaknya Imam Syafi’i
menolak akan terjadinva ijma secara mutlak. Akan tetapi,
menurut Abu  Zahrah, bahwa dugaan semacam itu tidaklah
benar. kKarena sewaktu Imam 8Syafi’i ditanya seseorang
tengtang kemungkinannya terjadinya ijma’. Imam S8Syafi’'i

menjawab, bahwa ijma’ itu mungkin terjadi. Demikian pula



vang dikemukan dalam kitabnya al-Rizalah, Imam Syafi’'i

telah menetapkan bahwa ijma’ dapat terjadi dalam masalah-

masalah vang diperdebatkan.(Al-Syafi’i, tt.:203).

Dalam perdebatan adanya ijma’ ini, Abu Zahrah, juga
mengakui bahwa ijma’ itu dapat diajdikan hujjah hukum.
Akan tetapi, iima’ yang dimaksud, adalah iima’ yang telah
terjadi di masa sahabat, selebibnya tidak. Sebagimana
ijma‘’ esahabat dalam memberikan 1/6 harta pusaka kepada
seorang nenek, baik itu nenek sendirian maupun lebih dari
seorang, atau ijma’ sahabat yang melarang seorang laki-
laki berpoligami dengan bibi istri dari ayah atau ibu
(“ammah, khalah). Dan ijma’ sahabat tentang batalnya
pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.
(Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:3132).

Ijma’ ditinjau dari segi tingkatannya, meliputi dua
macam, yaitu:

1. Ijima’ sharih, vaitu persesuaian pendapat imam mujtahid
pada suatu masa terhadap suatu peristiwa dengan jalan
masing-masing dari mereka menyatakan pendapatnya dengan
cara memfatwakannya atau mempraktekkannya. (Mukhtar
Yahya: 1986:65). Ijma’ semacam inilah, menurut Abu
Zahrah, vang disepakati oleh jumhur fugaha sebagai
hujjah. (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:317).

2. ILima’ sukuti, yaitu sebagiap muj tahid menyatakan

pendapatnya dengan tegas dari hal hukum suatu peristiwa
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dengan memfatwakan atau mempraktekkan, sedang sebgaian
ulama vang lain tidak menvatakannya terhadap hukum
tersebut dan tidak pula menentangnvya.(Mukhtar Yahva,
19846:63) .

Untuk dijma’ sharih, jumbur ulama sepakat bahwa ia
dapat dijadikan hujjah hukum. Sedang ijma’ sukuti, bagi
kalangan ulama masih menjadi perdebatan. Dalam hal ini,
Abu Zahrah, tidak memberikan komentar tentang keberadaan
ijma’ sukuti tersebut dalam kaitannya apakah dapat di-
jadikan sebagai hujjah hukum. Ia hanya memaparkan tentang

secara deskriptif tentang keberadaan ijma’ sukuti.

C. Pandangan Tentang Istihsan

Dalam percaturan sumber hukum Islam, keberadaan
istihsan masih diperdebatkan. Karena itu, menurut Abu
Zahrah, keberadaan istihsan hanya dipakai oleh dua imam
mujtahid: Imam Malik dan Imam Hanafi. BRBila Imam Malik
berkata bahwa istihsan telah merambah 90 % dari seluruh
ilmu (figh). Demikian pula Imam Hanafi berkata: "QGias
memutuskan begini. akan tetapi kami beristihsan. Andaikata
tidak ada riwavat, tentulah saya menggunakan gias. Kami
menetapkan vyang demikian dengan Jjalan istihsan karena
tidak bersesuaian dengan gias (lihat M. Hasbi Ash Shi-
dieqy, 1987:302).

"Menurut Imam Abu al-Hasan al-Karkhi, istihsan
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diartikan penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap
suatu masalah vang menyimpang dari ketetapan hukum vang
diterapkan pada masalah—masalah vang serupa, karena ada
alasan vyang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya
penyimpangan itu (Abdul Wahhab Khallaf, 197Z:70). Definisi
diatas, menurut Abu Zahrah, adalah definisi vyang tepat
untuk istihsan dalam mazhab Hanafi. Sebab, lanjutnya,
definisi tersebut bisa mencakup seluruh macam istihsan
serta dapat menyentuh pada asas dan inti pengertiannya.
Sedang istihsan bagi kalangan Maliki, sebagimana
yang didefinisikan oleh Ibn al-'Arabi, adalah memilih
meninggalkan dalil, dan mengambil rukhsah dengan hukum
sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil lain
pada bagian kasus tertentu (lihat Abu Zahrah, Ushul Figh,
1997:402 3 lihat pula Abdul Wahhab kKhallaf, tt.:70).
Istihan bagi kalangan maliki dibagi empat macam:
1. Meniggalkan dalil karena ‘urf.
2. Meninggalkan dalil karena ijma’.
. Meniggalkan dalil karena maslahah.
4. Meniggalkan dalil karena untuk meningglakn dan
menghindarkan musyacqgat.
Oleh karena itu, menurut Ibn al-Ambari, dari
golongan Maliki mengatakan bahwa istihsan ialah memilih
menggunakan maslahat juziyah yang berlawanan dengan qias

kulli.  Fernyvataan ini, menurut Abu Zahrah, adalah sama
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varg dikatakan oleh Ibn Rusyd bahwa istihsan yang banyak
dipakai dalam istmbath bukum ialah mengesampingkan dalil
gias vyang menjurus kearah pemakaian yang berlebibhan
sehingga perlu dihindarkan kepada kasusu—kasus tertentu
karena adanva kondisi khusus vang dapat mempengaruhi
ketentuan hukumnya. (Abu Zahrah, Ushul Figh,
1997:402).01leh karenanva, menurut Abu Zahrah, istihsan

Imam Malik bersifat umum, mencakup juga maslahah mursalah.

(Abu Zahrah, Ushul Figqh, 1997:416)

Sementara golongan Hanafi, membagi istihsan dengan
dua bagian:

1. Istihsan qias, vyaitu apabila dalam suatu masalah
terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua qgias
vang saling bertentangan. Sifat vang pertama: Jjelas
(zahir) dan mudah difahami, dan inilah vyagn disebut
gias istilahi. Sedang sifat kedua: samar (khafi) vang
harus dihubungkan dengan sumber hukum (ashl) yang lain,
vang ini kemudian disébut istihsan. Artinva, seorang
mujtahid ketika melakukan analisa untuk menentukan
diktum bukumnya, dihadapkan pada dua 1Ilhag (acuan).
Disatu pihak dihadapkan pada yvang zahir, dipibak vyang
lain dihadapkan pada vang samar. Dalam hal inilah,
kemudian mujtahid mengambil acuan yang samar (khafi)
yvang dipandang lebih kuat. oleh karena itu, maka

menurut al-Syarkhasi mengatakan bahwa distihsan pada
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hakekatnya adalah dua gias. Qias yang pertama adalah
jali (jelas) tapi dhaif (lemah) pengarubnya. Inilah
vang dinamakan gias. Sedang yang kedua adalah khafi
(samar) dan kuat pengaruhnya. Inilabh yang dinakaman
istihsan. Golongan Hanafiyah memberikan contoh terhadap
istihsan ini dengan tidak najisnya sisa minuman burung
buas, seperti buwrung buas, burung garuda, dan burung
gagak. Q(Qias menetapkan najis terhadap sisa menuman
burung buas itu. Hukum itu ditetapkan dengan
mengqgiaskannya kepada binatang buas, dengan illat bahwa
daging binatang buas adalah najis, tidak boleh dimakan.
Akan tetapi apabila direnungkan betul-betul didapati
bahwa bukan hanva keadaan daging itu najis, tidak boleh
dimakan, vang membuat najisnya sisa minuman, melainkan
karena masuknya sesuatu vang lain ke dalam sisa air
minum tersebut. Najisnya sisa minuman itu karena
masuknya air liur yang berhubungan dengan daging yang
najis ke dalam air. Inilah sifat vang mempengaruhi
najisnya sisa air minum, bukan semata-mata hkarena
najisnva daging binatang buas. Selama najisnya daging
tidak berhubungan langsung dengan air melalui air liur,
maka sisa minuman itu tetap tidak najis. (lihat
Iskandar Usman, 1994:55-6).

Sedang untuk menilai mana yang kuat antara vang Jjali

dengan vang khafi, maka asasnya, menurut Abu Zahrah



adalah: al-taizir wa raf’'u al—-haraj (mempermudah dan
menghilangkan vang kesulitan). (Abu Zahrah, Ushul Figh,
1997:405). Karena kemudahan dang menghilangkan
kesulitan adalah tujuan syariat Islam, sebagimana
firman Allah dalam =surat al-Ragarah ayat 185:
e D22 DN~ 7727 S s
’,«<‘ 3) ,S .s_,j“
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tldaP
menghendaki kesukaran bagimu" (Depag RI, 1987:4%5).
Istihsan vang faktor pendoronganya bukan illat khafi,
tapi adanya sebab lain. Pertentangan disini bukannya
pertentangan antara illat khafi dengan illat jali, tapi
pertentangan antara illat gias dan dalil lain selain
gias.
Istihsan semacam ini, terbagi pada tiga bagian, yaitu:
1. Istihsan sunnah, adalah istihsan yang disebabkan
onleh adanya ketetapan sunnah vang mengharuskan
meninggalkan dalil gias pada kasus vang
bersangkutan. Misalnya, hadis tentang sahnya puasa
orang orang vang makan dan minum di siang hari
karena lupa. Padabal menurut gias, puasa itu
semestinya batal. Akan tetapi hkarena hadis vang
menetapkan sahnya puasa tersebut, maka golongan
Hanafi meninggalkan gias dalam masalah tersebut.
2. Istihsan Ijima’ ialah istihsan yang meninggalkan

penggunaan dalil gias karena adanya ijma’ ulama



menetapkan hukum berbeda dari tuntutan gias.
Misalnya. akad istishna’ (pesanan). Menurut gias,
semestinya akad tersebut adalah batal, sebab sasaran
akad tidak ada ketika akad dilangsungkan.

3. Istihsan darurat ialah istihsan vang disebabkan oleh
adanya keadaan dharurat (terpaksa) dalam masalah
vang mendorong seorang mujtahid untuk meninggalkan
dalil gias.

Semetara, Imam Syafi’'i menolak adanya istihsan.
Sebagaimana yang dikutib oleh Abu Zahrah, bahwa Imam
Syafi’i telah membantah penggunaan istihsan dengan
pembahasan khusus dalam karyanya al-Um.(lihat al-Syafi’i,
tt.:VII,313).

Ada beberapa alasan penolakan Imam S8Syafi'i yang
diringkas oleh Abu Zahrah (1997:412-413) dari kitab al-
Rizalah dan al-Um, sebagai berikaut:

1. Syariah adalah nash dan penggalian (hukum) pada nash
adalah melalui gias. Istihsan bukanlah bagian dari nash
dan bukan dari gias.

2. Ranvaknya ayat—ayat al-Quran yang memerintahkan untuk
taat kepada Allah dan rasul-Nya; melarang mengikuti
hawa nafsu; dan memerintahkan bila terjadi perselisihan
diantara manusia supaya kembali kepada kitabullah.

Sebagaimana firman Allah ayat 59 surat al-Nisa’:
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"Mai orang-orang vang beriman, taatilah Allah dan
rasul—-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
jiak kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al—-Quran) dan rasul-
Nya (sunnahnyal), Jjika kamu benar—-benar beriman
kepada Allah Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(Depag RI, 1987:128).
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Sementara istihsan tidak termasuk kitab Allah (al-
Quran) atau sunnah, tidak pula merujuk pada al-Quran
dan sunnah. 0Oleh Lkarena itu tidak ~dapat diterima
sebagal sumber hukum, keculai didukung oleh dalil dari
al—Quran dan sunnah.

Nabi Muhammad tidak pernah memberi fatwa dengan
menggunakan istihsan.

Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh sahabat untuk
memberi fatwa dengan istihsan.

Istihsan tidak memiliki batasan vyang Jjelas, tidak
memiliki kriteria=~kriteria vyang Jjelas vyang dapat
dijadikan sandaran untuk membedakan antara vang hak dan
vang batil, sebagaimana halnva dengan kias.

Akan tetapi menurut Abu Zahrah, bahwa penolakan

Syafi’'i terhadap istihsan tidalklah dapat dihadapkan pada

istihsan kalangan Hanafi, kecuali yang berkenaan dengan



istihsan urf. Dan masalah urf memang masih diperselisihkan
oelh kalangan hanafi dengan kalangan syafi’i. Oleh
karenanya, istihsan vyang ditawarkan oleh hanafi, pada
hakekatnya tidak mendaptkan penolakan dari Imam syafi’i.
Karena didasarkan pada sumber-—sumber yang dapat ditolerir
oleh Imam Syafi’i. Sebab diantara bentuk istihsan itu ada
kalanya vang berupa gias dan adakalanya berdasar pada nash
(sunnah), iima’ dan darurat. Sedang berdasar ijma’ ulama
atau kondisi darurat merupakan suatu kondisi vyang harus
dijadikan pertimbangan. Bila ketentuan nash saja dapat
dirubah dengan kondisi darurat, apalagi gias.

Sedang istihsan bagi mazhab Maliki, menurut Abu
Zahrah, adalah istihsan yang lebih tertuju kepada istibsan
maslahah. Dan istihsan semacam inilah, menurut Abu Zahrah,
vang menjadi sasaran keberatan dari Imam Syafi’i. Dengan
catatan, bila istihsan tersebut tidak bertentangan dengan
dasar ushl (al-Quran dan al-Sunnah), maka Imam 8Syafi’'i
mgperimanya (Abu Zahrah, Ushul Figh, 1997:416).

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa
penepisan Abu Zahrah ——-sebagai hasil penelitiannya ini--
terhadap pemikiran Imam Syafi’i, merupakan wujud bahwa ia
mengakui bahwa istihsan dapat dijadikan sumber hukum
Islam, vyang merupakan cabang dari sumber pokok: al-Quran
dan al-sunnah. .

'Bahkan_udalam hal ini, Abu Zahrah, memposisikan



istihsan sebagai bagian metodologi hukum Islam sebagaimana

kias. (lihét Abu Zahrahg tishul Figh, 1997516&).




